MATRIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

TINDAK LANJUT

NO. NAMA PERATURAN INTISARI GUBERNUR PERANGKAT KAB/KOTA REK(S)XISL\I’\IIDASI/ KET.
DAERAH
1 2 3 4 5) 6 7 8
1. | Perpu Nomor 1 Tahun 2020 - Pemerintah daerah diberikan kewenangan ggrz%ug;l[gr'] 19 Tahun BPKAD SE Bupai KSB No. | Bappenda Provins
tentang Kebijakan Keuangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan Perubahan Igeem " 050/21/Bappeda NTB mengkaji dan
Negara dan Stabilitas Sistem alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu Atas Peraub No 3'?3 Litbang/I\V/2020 menindaklanjuti
Keuangan untuk Penanganan (refocusing), perubahan alokasi dan Tahun 2319 tent.an tentang  Penghentian | Perpu tersebut.
Pandemi COVID-19 dan/atau penggunaan APBD. Peniabaran APBD 9 Proses  Pdaksanean
dalam rangka M enghadapi - Kebijakan di bidang perpajakan antaralain T d’li,l nA N 2020 Program/K egiatan
Ancaman yang Membahayakan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib T I ?g%\ar il 2020’ pada APBD Tahun
Perekonomian Nasional dan/atau pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha K eputusan Gpub ernur Anggaran 2020,
Stabilitas Sistem K euangan tetap, perlakukan perpajakan dalam bidang N§p913407 Tahun 2020 BPKAD tanggd 1 April 2020
Tanggal 31 Maret 2020 perdagangan melalui system elektronik tentan g Penggunaan
(PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak Belanja Tidak Terduga
dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk Bencana Non
pemberian kewenangan untuk memberikan Alam Covid-19 di Prov
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau NTBTahn Arg;am202(5
keringanan bea masuk. T { 15 April 2020
2. | Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Pemungutan suara serentak ditunda karena KPU Provinsi NTB
tentang Perubahan K etiga Atas terjadi bencana non alam dan dijadwalkan dan Biro
Undang-Undang Nomor 1 Tahun kembali segera setelah bencana non alam Pemerintahan
2015 tentang Penetapan Perpu dinyatakan berakhir. mengkaji dan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang menindaklanjuti
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Perpu tersebut.
Walikota Menjadi Undang-
Undang.
Tanggal 4 Mei 2020
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus Gugus Tugas
Tahun 2020 tentang Pembatasan memenuhi kriteria: Percepatan

Sosial Berskala Besar dalam
rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease2019
(COVID-19),

Tanggal 31 Maret 2020

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat
penyakit meningkat dan menyebar secara
signifikan dan cepat ke bebrapa wilayah;

b.terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau Negara lain.

Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/

bupati/walikota kepada menteri yang menydenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penanganan Covid-
19 Provinsi dan
Kab/kota mendata
penyebaran Covid-19
mengkaji pembatasan
PSBB.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan TAPD mengkaji dan
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan untuk melindungi, mempertahankan, dan menindaklanjuti PP
Program Pemulihan Ekonomi meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku tersebut.
Nasional dlm rangka Mendukung usaha menjalankan usahanya.
K ebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional,
Tanggal 9 Mei 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Penyebaran Covid-19 beimplikasi pada BPKAD mengkaji
Tahun 2020 tentang Pemberian perkonomian nasional dan kehidupan sosial dan menindaklanjuti
THR Tahun 2020 kepada PNS, sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan PP tersebut.
Prgjurit TNI, Anggota Polri, stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa
Pegawai NonPNS dan Penerima pemberian THR
Pensiun atau Tunjangan,
Tanggal 9 Mei 2020
Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan i Em%ﬁ%n Keputusan Bupeti
Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan 000 GuysTuges Lotim N0.183.45/
Penanganan Covid-19, bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan: P gPenangan 307/BPBD/2020
Tanggal 13 Maret 2020 a meningkatken ketehanan nesiond dibidang kesehatan; Cov:fd'zzltzg' Pr' oving NTB tentang Gugus Tuges
b. mempercepat penanganan Covid-19 melalui Tangodl 17 Maret 2020 Perogpatan Penanganen
sinergi antar kementerian/lembaga dan pemda; Keputusan Gubernur Covid-19Keh. Latim,
¢. meningkatkan antisipasi perkembangan tangga 6 April 2020

eskalasi penyebaran Covid-19.

d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan
operasional; dan

€. meningkatkan kesiapan dan kemampuan
dalam mencegah, mendeteksi dan merespons
terhadap Covid-19.

Nomor 360-308 Tahun
2020 tentang
Perubahan atas

K eputusan Gubernur
Nomor 360-282 Tahun
2020, tentang Gugus
TugasPencegahan
Penanganan Covid-19.
Tanggd 24 Maret 2020
Keputusan Gubernur
Nomor 360-405
Tahun 2020 tentang
Status Tanggap
Darurat Bencana Non
Alam Covid-19 di
Provinsi NTB,

Tanggd 15 April 2020.
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7. | Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang | Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar | - Keputusan Gubernur BPBD dan Perangkat
Perubahan atas Keppres No. 7 meliputi Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja. Nomor 360-343 daerah mengawal
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Tahun 2020 tentang pelaksanaan SK Gub
Percepatan Penanganan Covid-19 Perubahan Kedua aas dan kabupaten/kota
Tanggal 31 Maret 2020 Keputusan Gubernur menyesuaikan SK

Nomor 360-282 Tahun tentang gugus tugas
2020. (Perubahan Tim berdasarkan Keppres
Gugus Tugas Percepatan tersebut.
Penanganan Covid-19.
Tanggd 31 Maret 2020
- Instruksi Gubernur BUPgt'(/j\;Vk?“".Oia
No. 180/147/Kum/ e Gubernur
2020 tentang tersebut
Peningkatan
K ewaspadaan
terhadap Covid-19
(Efektif Gugus Tugas
untuk berkoordinasi
dengan Tim untuk
mendata secaradetail),
Tanggd 6 April 2020

8. | KeppresNo. 11 Tahun 2020 Menetapkan K edaruratan K esehatan masyarakat Gubernur,
tentang Penetapan Kedaruratan Corona Virus Disease (COVID 19) di Indonesia bupati/walikota untuk
K esehatan Masyarakat Corona yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diketahui
Virus Disease2019 (Covid-19) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Tanggal 31 Maret 2020 undangan.

9. | KeppresNo. 12 Tahun 2020 Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Gugus SE Bupati KSB Gubernur,
tentang Penetapan Bencana Non Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di No0.048/464/UmunvIV/| bupati/walikota untuk
Alam Penyebaran Corona Virus Daerah dalam menetapkan Kebijakan di Daerah 2020 tentang diketahui
Disease 2019 (Covid-19) sebagai masi ng-masing harus memperhatikan kebijakan Pembatasan Akses
Bencana Nasional Pemerintah Pusat. '|\</I gjlélkeWiliydw

i mrangka
Tanggal 13 April 2020 dmangm
Covid-19,
tgl 16 April 2020

10. | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun | Melakukan pengadaan Barang dan Jasa alat Pergub Nomor 15 Surat Sekda BPKAD mengkoordines-
2020 tentang Refocussing kesehatan dan Alat Kedokteran untuk Tahun 2020 tentang Provins NTB No. kan perubahan tentang
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Penanganan Corono Virus Disease (COVID 19) | Perubahan KetigaAtas | gn0/01/TAPD/2020 Penjabaran APBD TA
serta Pengadaan Barang dan Jasa dengan memperhatikan barang dan Jasa sesuai Pergub No. 33 Tahun Hal Penahentian 2020 dan kab/kota
dalam rangka Percepatan dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri 2019 tentang 9 )
Penanganan Covid-19. K esehatan. Penjabaran APBD Program dan melakukan perubahan
Tanggal 20 Maret 2020 Tahun Anggaran 2020. | Kegiatan, tanggal alokas anggaran dengan

Tanggdl 23 Maret 2020 27 April 2020 perbup/perwa

3
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11. | Permendagri Nomor 20 Tahun Pemerintah Daerah dapat melakukan | Pergub Nomor 15 - Keputussn  Bupdi | BPKAD Provins
2020 tentang Percepatan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, | Tahun 2020 tentang Bima No. 18345 | NTB mengkaji dan
Penanganan Covid-19 di yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan | Perubahan Ketiga Atas 404/062 Tehun 2020 | - yonindak anjuti
Lingkungan Pemerintah Daerah Perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan | Pergub No. 33 Tahun ttg. Penetgpan RSUD Permendacri tersebut
Tanggal 14 Maret 2020 dengan pembebanan langsung pada belanjatidak | 2019 tentang Sondosa g RS g :
terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, | Penjabaran APBD Penyangga
penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT | Tahun Anggaran 2020. Covid-
untuk mendanai  kebutuhan antisipasi dan | Tanggd 23 Maret 2020 19 d Kab. Bimg,
penularan dampak Covid-19. tgl.13 April 2020
12. | Permenkeu Nomor DBHCHT dapat digunakan untuk kegiatan Surat Sekretaris BPKAD
19/PMK.07/2020 tentang pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, Daerah Provinsi mengkoordinasikan
Penyaluran dan Penggunaan Dana | DBHSBAMigas dialokasikan untuk bidang NTB Nomor 900/ perubahan tentang
Bagi Hasil, DAU, dan Dana kesehatan dan perbaikan gizi dan DID O0L/TAPD/2020 Hal Peniab APBD
Insentif TA 2020 dalam rangka diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan Penghentian enjabaran
Penanggulangan Corona Virus dan/atau penanganan Covid-19. Program dan Tahun Anggaran
Disease (Covid-19), K egiatan, tanggal 2020.
Tanggal 16 Maret 2020 27 April 2020
13. | Permenkes No. 9 Tahun 2020 ttg Menteri  menetapkan  Pembatasan ~ Sosial S Bupai KSB No. Gugus Tugas
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wialayah berdasarkan 4000652/K e3al2020 Percepatan Penanga
Berskala Besar dim rangka Perogpaan | permohonan gubernur/bupati/walikota. Menyambutden | Covid-19 Provinsi dan
Penanganan Covid-19, _ . Me Buan | Kab/kota mengkgi dan
Tanggal 3 April 2020 Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu Sd 1441 menindeklanjuti Pamerkes
disertai dengan kurva epidiomologi. FVZOZO%J_% 5 | tErsehut s ketentuen
AI am['hl 2020' perundang-undengan.
14. | Peraturan Menteri KeuanganNomor | - Pemberian  fasilitas  perpgjakan  untuk Bappenda Provinsi
28/PMK .03/2020 tentang Pemberian mendukung penanganan pandemik covid-19 NTB mengkaji dan
Fasilitas Pejak terhadap Barang dan Jess gggfar;gnsgggglggag agieftmghagdgiaygnag menindaklanjuti
mmggﬂ rangka bergerak dibidang barang/jasa berupa obat- Permenkeu tersebut.
: ! obatan, da kesehatan dan dat pendukung lainnya.
Tanggal 6 April 2020 - Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
Impor dan/atau PPh Pasa 22 dalam masa
pajak April 2020 sampai dengan September
2020 diberikan melalui Surat Keterangan
Bebas Pemungutan PPh Pasal 22.
- Pihak Ketiga yang telah memperoleh
pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
harus menyampaikan laporan redisas
pembebasan PPh Pasal 22.
15. | Peraturan Menteri PerhubunganNo. | Pengendalian transportasi selama masa mudik | Surat  Gubernur NTB Dinas Perhubungan
PM 25 Tahun 2020tentmgngm idul fitri tahun 1441 Hijriyah dilakukan melalui | No. 551/635/DISHUB/I Provins NTB g
enddlian T damaM larangan sementara  penggunaan  sarana | perihal - Pengendalian .
Pengenddlian Transportesl sHamaMass yrangportasi berlaku pada tanggal 24 April s/d 31 Transoortasi mengkaji
Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah | Mel 2020 dan jangka waktu dapat diperpanjang sportas, menindaklanjuti
dalam rangka Pencegahan Penyebaran | untuk pencegahan penyebaran Covid-19. | Tanggal 24 April 2020 Permen tersebut.
Covid-19. Larangan sementara penggunaan transportasi

Tanggd 23 April 2020

darat berlaku untuk sarana transportasi dengan
tujuan keluar dan/atau masuk wilayah : PSBB,
zona merah penyebaran Covid-19 dan
Agflomeras yang telah ditetapkan sebagai
wilayah PSBB.
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16. | KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 | Menetapkan sementara tarif batas atas penumpang Dinas Perhubungan
tentang Penetgpan Sementara Tarif pelayanan kdas ekonomi angkutan udara niaga Provins NTB
Batas Atas Penumpang Pelayanan berjedwal daam negeri sdlama pelaksanaan PSBB mengkaii
KeasEkonomi Angkutan UdaraNiaga| dalam rangka percepatan penangan Covid-19 . -
Bejacwal Dalam Negeri Sdlama menindaklanjuti
Pel aksanaan PSBB dalam rangka Kepmen tersebut.
Percepatan Penangan Covid-19.

Tangga 22 April 2020
17. | Keputusan Menteri KesehatanNo. | Menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit | Keputusan Gubernur Dinas K eschatan
S;gl-ow 'I\ﬂmeg(keséés‘g Zlgzsgétg .| yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah go%%“?;IM5'|23;‘1;rahun Provinsi dan
s Covid- al ;
Jenisagl'é?y akit yg denet Meni g%ulkaw pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan i gag {RU lﬁﬁg“n K ab/K ota mengawal
Weabah den UpayaPeranggulangamya upaya penanggulangan, penyiapan fasu_htasn Covid-19 pel aksanaan
Tanggal 4 Februari 2020 pel ayanan ke%hatar_l perawatan dan rujukan Keputusan Gubernur
serta fasilitas penunjang. Tanggel 10 Maret 2020. tersebut.

18. | Kepmenkes Nomor HK.01.07/ Pemanfaatan Dana Alokass Khusus Bidang Dinas K esehatan
MENKES/215/2020 tentang Kesehatan  untuk Penanganan  Covid-19 mengkaji dan
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus | dilakukan dengan perluasan menu  kegiatan menindaklani uti
Bidang Kesehatan Untuk bantuan operasional kesehatan pada DAK Non ;
pencegahan dan/atau Penanganan | Fisik dan penambahan menu/rincian kegiatan Kéepmen tersebut.
Covid-19 Tahun Anggaran 2020, DAK Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran
Tanggal 20 Maret 2020 2020.

19. | Keputusan BersamaMenteri Ddam Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD Bappeda, Biro AP
Negeri dan Menteri Keuangan dengan melakukan rasionalisasi, penyesuaian dan BPKAD
N0.119/2813/SJdn PAD, Belanja Daerah dan penyesuaian mengkoordinasikan
No.177/KMK.07/2020 tentang pel aksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD. perubahan alokasi
Percepatan Penyesuaian APBD Tahun | Rasionalisasi dimaksud: anggaran
2020 ddamrangkaPenanganen Covid-19 | 1. Belanja Pegawai
sartaPengamenan Daya Beli Masyarakat| 2. Belanja barang/jasa (50%);
dan Perekonomian Nasiond, 3. BelanjaModal (50%):

Tanggal 9 April 2020 4. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang
berkaitan dengan penanganan pandemik Covid-19.
20. | KeputusanBersomaMenteri Agama, | Dalam Upaya  mendukung  percepatan BKD, Dinas Dikbud

Menteri Ketenagakerjaan No. 391 Th
2020, No. 02 Th2020, No. 02 Th
2020 MenPAN RB tentang Perubahan
kedua atas K eputusan Bersama
Menteri Agama, Menteri

K etenagakerjaan MenPAN RB No.
728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No.
01 Th 2019 tentang Hari Libur
Nasiond dan Cuti Bersama Tahun
2020

Tanggal 9 April 2020

penanganan Covid-19 serta memberi pedoman
bagi instans pemerintah dan swasta dalam
melaksanakan hari libur nasional dan cuti
bersama Tahun 2020.

dan Biro Organisasi
mengkaji dan
menindaklanjuti

pel aksanaan
Keputusan Bersama
tersebut.
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21 | KepmenHub No. KM 88 Tahun2020 | Penetgpan sementara tarif batas atas penumpang Dishub
tentang Penetgpan Sementara Tarif pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut : menindaklanjuti
Batas Atas Penumpang Pelayanan a Kenaikan harganilai tukar rupiah; K eputusan Menkeu
Kelas Ekonomi Angkutan UdaraNiaga b. Perubahan h Lal avtur- d tersebut
Berjadwal Dalam Negeri Sdama - rerubanan harga jual aviur, dan ersehu
PodkreenPBB cdemrangia | O BIVA DX UG YAl biaya per perpeng
Percepatan Penanganan Covic-19. pesawat udara dengan factor muat sebesar
Tanggd 22 April 2020 35% untuk pesawat jet dan 40% untuk

pesawatpropeller yang disebabkan penerapan
physical distancing selama PSBB.

22. | Keputusan Menteri KeuanganNomor | Pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU BPKAD
CIF.)(;/%;/IK.WZDOK%‘[%&;Q&J PeerundaBan dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah menindakanjuti

yauran _ anaBag | Dagrah yang tidak menyampaikan Laporan K eputusan Menkeu
Hasil Terhadap Pemerintah Daereh Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 teregebut
yang Tidek Menyampaikan Laporan secara  lengkap dan benar dengan
Penyesuaian APBD Tahun Anggaran . .
2020 mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD
sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi
Tanggal 29 April 2020 perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.
Penundaan penyaluran sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari besarnya penyaluran DAU
setiap bulan dan/atau DBH setiap triwulan mulai
bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan 11 pada
tahun anggaran berjalan.

23. | Instruksi Mendagri Nomor 1 Melakukan percepatan pengutamaan Bappeda dan
Tahun 2020 tentang Pencegahan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu BPKAD
Penyebaran dan Percepatan (refocussing) dan/atau  perubahan  alokasi mengkoordinasikan
Penanganan Covid-19 di anggaran. perubahan alokasi
Lingkungan Pemerintah Daerah, a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait anggaran

; kesehatan,;

Tanggal 2 April 2020 b. Penanganan dampak ekonomi terutama
menjaga agar dunia usaha daerah masing-
masing tetap hidup, dan

¢. Penyediaan jaringan keamanan sosial.

24. | Maklumat Kapolri Nomor : Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan | Maklumat Gubernur BPBD dan perangkat
Mak/2/111/2020 tentang Kepatuhan | sosial kemasyarakatan yang menyebabkan | NTB Nomor daerah terkait
terhadap K ebijakan Pemerintah berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik | 360/178/BPBD/2020 mengawal maklumat

dalam Penanganan Penyebaran
Virus Corona (Covid-19)

di tempat umum maupun di lingkungan sendiri
dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19
secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya
tidak meluas dan berkembang.

tentang Kewajiban
Isolasi Diri Bagi Warga
Masyarakat yang Datang
dari Daerah Pandemi
dan Luar Negeri.
Tanggal 28 Maret 2020

tersebut
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25. | Fatwa MUl Nomor 17 Tahun 2020 | Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan Biro Kesradan MUI
tentang Pedoman Kaifiat Shalat yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Provinsi NTB
bagi Tenaga K esehatan yang merawat dan menangani Pasien Covid-19 Mengkaji
Memakai Alat Pelindung Diri pelaksanaan Fatwa
(APD) Saat Merawat dan tersebut
Menangani Pasen Covid-19.
Tanggal 26 Maret 2020
26. | Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 | Pedoman Pengurusan Jenazah (Taghiz Al- Biro Kesradan MUI
tentang Pedoman Pengurusan | Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Provins NTB
Jenazah  (Tgjhiz  Al-Jana’iz) Mengkaji
Muslim yang Terinfeksi Covid-19. pel aksanaan Fatwa
Tanggal 27 Maret 2020 tersebut
27. | Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 | Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Biro Kesradan MUI
tentang Panduan Kaifiat Takbir | pandemi Covid-19. Provinsi NTB
dan Shalat Idul Fitri Saat Pendemi Mengkaji
Covid-19. pelaksanaan Fatwa
Tanggal 13 Mel 2020 tersebut
28. | Maklumat Majelis Ulama | 1. Wilayah/Kabupaten/K ota/K ecamatan/Desa Biro Kesra Setda
Indonesia (MUI) Nomor : A- Kelurahan yang dinyatakan aman/rendah Provins NTB
30/DP.P-XXVI111/1V/2020 Perihal: terpapar  Covid-19 oleh pihak yang Mengkaji dan
Pelaksanaan  Kegiatan  Ibadah berwenang, tetap wajib melaksanakan shalat menindaklanjuti
Daam Masa Tanggap Darurat Jum’at berjama_ah. lima waktu, di Magid/ Maklumat ~ Majelis
Pandemi Virus Corona (Covid-19) Musholla seperti biasanya. Ulama Indonesia
Tanggal 6 April 2020 2. Kepada pasien yang dinyatakan sembuh oleh (MUI).
pihak yang berwenang/pemerintah,
masyarakat wajib menerima dan
memperlakukannya sebagai mana biasa.
29. | Maklumat Magjelis Ulama | 1. Seluruh umat islam di NTB sementara waktu Biro Kesra Setda
Indonesia (MUI) Provins NTB agar tidak melaksanakan Shalat Jum’at dan Provinsi NTB
No. : A-30.aDP.P-XXVII/NV/ Shalat Fardhu berjama’ah. Mengkaji dan
2020, Tanggal 8 April 2020 2. Menjalankan pola hidup sehat, selalu menindaklanjuti
mencuci tangan dan memakai masker. Maklumeat Madis
Ulama Indonesia
(MUI).
30. | SE MenHub Nomor : SE.3Tahun | 1. Kewaspadaan terkait Covid-19 di DisHub Provinsi

2020 tentang Kewaspadaan Terkait
Virus Corona Covid-19.
Tanggal 4 Maret 2020

Lingkungan Kemhub untuk
membatal kan/menangguhkan perjalanan
dinas bagi pegawai lingkup kemenhub.

2. Menjdana kearantina bagi pegawa yang telah
mel aksanakan perjalanan dinas sdama 14 hari.

NTB mengkaji Surat
Edaran tersebut
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31. | SEMenHub Nomor : SE.4 Tahun | Pengaturan  kehadiran  pegawai  lingkup DisHub Provinsi
2020 tentang Tindak Lanjut kementerian perhubungan, pengaturan jam kerja NTB Mengkaji dan
Pencegehan Penyebaran Covid-19di | dan sistem kdeéfa selamlzzl p%rlwgkemk C(?V'd'lg’ meni ndaklanjuti
Lingkungan Kementerian Perhubungan. pengamanan dalam rangka peiaksanaan layanan Surat Edaran tersebut
publik bidang transportasi, kewajiban untuk

Tanggal 16 Maret 2020 melakukan pendeteksian, pencegahan dan
penanganan Covid-19 di lingkungan Kemenhub
serta pelaksanaan koordinas dengan tim
penanganan Covid-19 Pusat.

32. | SE MenHub Nomor : SE.31 Tahun | Pembatasan perjalanan orang dalam rangka DisHub Provinsi
2020 tentang Pengaturan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui NTB Mengkaji dan
Penyelenggaran Transportesl Udara | nengatiran penerbangan operasional yang dapat menindaklanjuti
SdamaMasaDilarang Mudik Idul b i < | Surat Ed b
Fitri 1441 Hijriah dlam rangka eroperasi selama masa larangan penggunaan rat Edaran tersebut

Penyebaran Covid-19. transportasi udara masa mudik ldul Fitri 1441
Tanggal 6 Mei 2020 Hijriah.
. MenLHK Nomor : oman pengelolaan lim infeksius dan | SE Gubernur NTB No. | Dinas LHK Prov. Dinas LHK dan

33. | SE Ped pengelol limbah infeksius d SE Gub i [ d
SE.2/Menlhk/PSLB3/PLB3/3/2020 | sampah yang dihasilkan dari penanganan covid | 660/148/DisLHK/2020 NTB Dikes Prov. NTB
tentang Pengelolaan Limbah Infeksius | 19 di daerah dapat menggunakan fasilitas tungku | Perihal : Pengelolaan mengkaji dan
dan SRT dari penanganan Covid-19. bakar atau autoclave khusus yang di daerahnya | Limbah B3 Infleksius menindaklanjuti SE
Tanggal 24 Maret 2020 untuk pemusnahan limbah infeksius. dari Penanganan Covid 19 tersebut

34. | SE Menpan RB Nomor 36 Tahun Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah BKD dan Biro
2020 tentang Pembatasan K egiatan dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil organisas mengkaji
Bepergian ke L uar Daerah dar/atau Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran dan menindaklanjuti
Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil | Covid-19. SE tersebut.
Negaradalam Upaya Pencegahan Kabupaten/Kota
Tanggal 30 Maret 2020 menindaklanjuti SE

tersebut.

35. | SE MenPAN dan RB Nomor 41 1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Daerah davatau Kegiatan Mudik Bagi ASN Organisasi Mengkaji
%zgﬂtZ”fA NPgr?wnbatRaBsleg' 3?6{1;““” Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. dan menindaklanjuti
Bepergaﬂal?gLLer Dagrah daw/egaj 2. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 Surat Edaran tersebut
KegaanMudik Bagi ASN DdamUpaya | 3- UPaya mendorong partisipasi  masyarakat
Penoegshen penyebaran Covid-19. dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Tanggal 6 April 2020

36. | SE MenPAN dan RB Nomor 45 Pejabat Pembina K epegawaian pada K ementerian/ SE Bupati KSB No. BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Penyesuaian | | emabga/Dagrah  yang berada di  wilayah 800/048/BKSDM/ 2020 | Organisasi Mengkaji
Sistim Kerjabagi ASN padalnsans| neneranan  sosidl berskda besar  melakukan tig PenyesudianSgem | dan menindak!anj uti
Pemerintah yang berada di Wilayah ian Sistim keria bagi ASN i d KeriaASN Pameinizh | Surat Bd <b
dengan Penétapan Pembatasan penyesuaian sistim kerja bagi ASN sesuai dengan ] i rat Edaran tersebut
Sosial Berskala Besar. masa berlakunya pembatasan sosial berskaa besar. KSB ddamupaya
Tanggal 9 April 2020 Penoegehen Penyeberan

Covid-19,
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37. | SE MenPAN dan RB Nomor 46 1. Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah BKD dan Biro
Tahun 2020 tentang Pembatasan daatau kegigtan mudik serta cuti bagi ASN Organisas Mengkaji
ggﬁg&nfeﬁig'na&fg Eaéal?\/? aih Daam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. dan menindaklanjuti
Cuti bag AeSgN dalam Upaya 2. Penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar Surat Edaran tersebut
Pencegahan Penyebaran Covid-19. | 3 Upayapencegahan dampak sosd Covid-19
Tanggal 9 April 2020 4. Upaya mendorong partispas masyaraket delam

rangka mencegah penyebaran Covid-19

38. | Surat Edaran MenPAN RB 1. Perpanjangan Masa Pdaksanaan Tugas Kedinasan BKD Provins NTB
Nomor: SE. 50 Tahun 2020 di Rumah/Tempat Tinggd (Work from Home); mengkaji dan
tentang Perubahan kedua Atas SE | 2. Keberlangsungan Pemerintah  dan  Pdayanan menindaklanjuti Surat
MENPAN RB Nomor 19 Tahun Publik; Edaran tersebut.

2020 tentang Penyesuaian Sstem 3. Penyesuaian Sisem Keja pada Kondis
KerjaASN Ddam Upaya Pencegahan Pembatasan Sosid BerskadaBesar;

Penyebaran Covid-19 Di 4. ASN agar menggjak keluarganya dan maesyarakat
Lingkungan Instansi Pemerintah. sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan
Tanggal 20 April 2020 gplikas Pedulilindungi padasmartphone.

39. | Surat Edaran MenPAN dan RB Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan Surat Bupati Lotim BKD Provinsi NTB
Nomor 51 Tahun 2020 tentang 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi No060/39ORG/2020 | mengkaji dan
Penetapan Jam Kerja pada Bulan Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja: Hd : Jedwd JamKea | menindaklanjuti
Ramadhan 1441 Hijriyah bagi a Hari Senin g/d Kamis Pukul 08.00— 15.00 SHamaBuan Ramedhen| Surat Edaran
ASN di Lingkungan Instansi Waktu istirahat Pukul 12.00-12.30 1441 H.tangod 20 April | tersebut
Pemerintah. b. Hari Jum’at Pukul 08.00 - 15.30 2020
Tanggal 20 April 2020 Weaktu istirahat Pukul 11.30-12.30

40. | Surat Edaran MenPAN dan RB Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di BKD Provinsi NTB
No. 54 Tahun 2020 ttg Perubahan | rumah/tempat tinggal. dan Biro Organisasi
Ketiga Atas SE MenPAN RB mengkaji dan
No0.19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian menindaklanjuti
Sistem Kerja ASN dalam upaya Surat Edaran
Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut
di Lingkungan Instand Pemerintah.

Tangga 12 Mei 2020
41. | Surat Edaran MenPAN dan RB Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan BKD Provins NTB

Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas SE MenPAN RB
No0.46 Tahun 2020 ttg. Pembatasan
Kegiatan Bepergian Keluar Daerah
dan/atau K egiatan Mudik dan/atau
Cuti bagi ASN dalam upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Tanggal 12 Mel 2020

dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada
pegawai ASN dilaksanakan secara  sdlektif,

akuntabel dan penuh kehati-hatian.

dan Biro Organisasi
mengkaji dan
menindaklanjuti
Surat Edaran
tersebut
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42. | Surat Edaran Mendagri Nomor Gubernur,  bupati/walikota membentuk  dan Gubernur,
440/2622/S] tentang Pembentukan | menjadi  Ketua Gugus Tugas Percepatan Bupati/Walikota
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 ssua SE Mendagri den melaksanakan Surat
Penanganan Corona Virus Disease | Pemgintah daerah dapat menetgpkan datus keedaan Edaran Tersebut
2019 (Covid-19) Daerah, darurat siaga bencana Covid-19 dar/atau keadaan
Tanggal 29 Maret 2020 tanggep darurat bencana Covid-19 dengan didasarkan

pada kajian atau penilaian kondisi daerah yang
dilakukan oleh BPBD dan Dinas K esehatan.

43. | Surat Edaran Kemendes PDTT | Sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap DPMPD Prov NTB
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa | Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunal mengkai dan
Tanggap Virus Corona Disease/ | Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa. menindaklanjuti
Covid-19 dan Penegasan Padat Surat Edaran
Karya Tunai Desa. tersebut
Tanggal 24 Maret 2020

44. | Surat Edaran Menteri Pendidikan | Upaya  Pencegahan  perkembangan  dan | Surat SekdaProv NTB L S‘,‘Lﬁﬁﬁﬂ? ?\}% Dinas Dikbud
dan Kebudayaan RI Nomor 4 | penyebaran Covid 19 dilingkungan Satuan | No. 180/136/Kum N0.420/1901L.UM/ Provins NTB
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan | Pendidikan perihal Pelaksanaan Dikbud, Periha mengawal
Kebijakan Pendidikan dalam Masa Kebijakan Pendidikan Perpanjangan Masa pelaksanaan Surat
Darurat Penyebaran Covid 19 dalam Masa Darurat Pendampingan den tersebut
Tanggal 24 Maret 2020 Penyebaran Covid-19 SI o SngaSvaea'lbd . . .

tanggal 26 Maret 2020 1ism bedar Bupati/walikota
_flfggdﬂ fISI RJmImZOZO menindaklanjuti SE
2. Surat Kepale%inas Leerwseebi]tg[nz?njal
Dikbud Prov. NTB
No. 420/2120.UM/
Dikbud, Perihd
Perpanjangan Masa
Pendampingan
Perpanjangan Masa
Rendampingenbdgar
mandiri di rumah

45, | Surat Edaran KepalaLKPP Nomor | Untuk Memberi penjelasan secara khusus Biro AP dan LPBJP
3 Tahun 2020 tentang Penjelasan | tentang pelaksanaan pengadaan barang/,jasa Mengkaji Tindak
gtas PeIJaksagglan Pengalijaan pemerintah di Kementrian/L embaga/Pemerintah Lanjut Pelaksanaan
P;gnng/ asa a_m_rang a Daerah dalam rangka penanganan penyebaran Surat Edaran

ganan Covid-19. .
Tanggal 23 Maret 2020 Covid-19. tersebut.

46. | Surat Edaran Mendagri No. 1. Penyesuaian sistim kerja bagi ASN sebagai | 1. Surat Edaran No. - SE Bupati Sumbawa | BKD danBiro
440/2436/S] tentang Pencegahan upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 060/125/0RG No.OGY124/0PA/2020 | Organised mengkgi dan
Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda. tentang Penyesuaian ttgPenyessdanSdem | memantau peaksanaan
Lingkungan Pemda, 2. Melakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan Sistem Kerja ASN KeajaApaaur Spil kebijaken terkait ASN

Berpedoman Pada Surat Edaran Menteri dalam upaya Negaraddam upaya yang mdaksanakan
Tanggal 17 Maret 2020 PAN RB No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 pencegahan penyebaran pencecehen tuges kedinasan dengen
Maret 2020 Covid-19di lingkungan Covid-19di lingk. bekerjadi rumahtempat
Pemprov. NTB, PemKab. Sumbang, tinggdnya
Tanggd 19 Maret 2020 tanggd 27 Maet 2020
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2. Surat Edaran No. - SEBupati KB No.
060/113/0ORG tentang 380/ 70/Prokopinll/
Perubahan Atas Surat 2020, tangeed 23 Maret
Edaran Gubernur NTB 2020
No. 060/125/0RG
Penyesuaian Sigem
KerjaAparatur Sipil
Negaradaam upaya
pencegahen penyebaran
Covid-19di lingkungan
Pemprov. NTB,
Tangod 19 Maret 2020

47. | Surat Edaran Mendagri No. Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya BKD dan  Biro
440/2693/SJ tentang Perubahan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Organisas  Mengkaji
Atas SE Mendagri N0.440/2436/SJ | Lingkungan Instansi Pemerintah. dan menindaklanjuti
tentang Pencegahan Penyebaran Sistem kerja Work From Home (WFH) Surat Edaran tersebut
Covid-19 di Lingkungan Pemda, diperpanjang s/d tanggal 21 April 2020.

Tanggal 1 April 2020

48. | Surat Edaran Menteri Desa PDTT | Desa menindaklanjuti prioritas penggunaan dana Dinas PMPD dan
RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) kependudukan serta
Desa Tanggap Covid-19 dan dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pemerintah Desa
Penegasan Padat Karya Tunai Desa, | upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. menindaklanjuti
Tanggal 24 Maret 2020 Surat Edaran Menteri

DesaPDTT tersebut

49. | Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertimbangan kembali bagi Pemda dan Dinas kesehatan
No. HK. 02.02/111/375/2020 tentang masyarakat dalam Penggunaan Bilik Desinfeksi mengkaji kembali
PenggLneen Bil C e gka dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19. penggunaan bilik

Bilik Desinfeks dda_mr Menurut WHO menyemprotkan desinfektan ke desinfeksi
Pencegahan Penularan Covid-19,
; tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa
Tanggal 3 April 2020
(mata, mulut).

50. | Surat Edaran Menag Nomor: SE. 6 | 1.Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Biro Kesra Setda
Tahun 2020 tentang Panduan dengan baik; Provinsi NTB
Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 2.Sahur dan buka puasa dilakukan oleh mengkaji dan
Syawal 1441 H di Tengah individukeluargainti; menindaklanjuti  SE
Pandemi Wabah Covid-19. 3.Sdlat Terawih dilakukan secara individual/ tersebut.

Tanggal 6 April 2020 berjama’ah bersama keluarga inti di rumah
51. | Surat Edaran BKN Nomor Sebagai pedoman bagi instans pemerintah BKD dan Biro

11/SE/1V/2020 tentang Pedoman
Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi
ASN yang Melakukan Kegiatan
Bepergian Keluar Daerah dar/atau
Kegiatan Mudik padaMasaKedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Tanggal 24 April 2020

dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN
yang melakukan kegiatan bepergian keluar
daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa
kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19,
untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di
masing-masing instansi serta pejabat Pembina
kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan
pelanggaran yang dilakukan olen ASN terkait
hal tersebut.

Organisasi mengkaji
dan menindaklanjuti
pelaksanaan Surat
Edaran tersebut.
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52. | Surat Edaran Ketua Pelaksana - Memutus mata rantai penularan Covid-19 Gugus Tugas
Gugus Tugas Percepatan dengan memberlakukan protocol kesehatan; mengkaji dan
Penanganan Covid-19 Nomor 4 - Meningkatkan  keberhasilan  pelaksanaan menindaklanjuti
Tahun 2020 tentang Kriteria PSBB; pelaksanaan Surat
Pembatasan Perjdanan Orang ddam - Meningkatkan efektivitas pel aksanaan Edaran tersebut.
rangka Percepatan Penanganan Covid-19. kegiatan  transportas dalam rangka

. pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat
Tanggal 6 Mei 2020 bencan non alam Covid-19.

53. | Surat Ketua BSNP Nomor 01 Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota Dinas Dikbud
14/SDAR/ BSNP/111/2020 Perihal | menyatakan keadaan darurat atau meliburkan Provinsi dan
Pelaksaan UN Tahun 2020 terkait | kegiatan pendidikan di  sekolah/madrasah Kabupaten/K ota
penyebaran Virus Corona (Covid- diwilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat mengkaji dan
19). dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi menindaklanjuti Surat
Tangga 14 Maret 2020 dengan Penyelenggaradan Panitia UN Tingkat Pusat KetuaBSNP tersebut

54, | Surat MenKeu RI Nomor S Menindaklanjuti kesepakatan/hasil Tim Dikes dan BPKAD
239/MK.02/2020 Hal.: Insentif Pengarah Gugus Percepatan Penanganan Covid- mengkaji rencana
Bulanan dan Santunan Kematian 19, tanggal 22 Maret 2020 dan Arahan Presiden pelaksanaan Surat
Bagi Tenaga Kesehatan yang kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan Menteri tersebut
menangani Covid-19. santunan kematian tenaga kesehatan yang
Tanggal 24 Maret 2020 menangani Covid-19.

55. | Surat Pengurus Besar Ikatan Program “bersama melawan corona”, antara lain: | Surat Edaran Nomor - SE Walikota Bima
Dokter Indonesia No. 1. Strategi memutuskan rantai penularan. 360/190/BPBD/IV/2020 No. 007/179/1V/
02853/PB/E.9/ 03/2020 perihal : | 2. Disarankan agar BNPB dan Kemenkes | tentang  Kewajiban fﬂoezt? ttgn';ke‘é"nal'ba”

Usulan dan Dukungan dibantu organisasi profes agar segera | Penggunaan Masker di M asl?gr di Kota
Tanggal 26 Maret 2020 rgembuat Strategi Nasional Penanggulangan | Provins: NTB Dalam Bima, tanggal 6
ovid-19 yang dapat dikembangkan oleh | Rangka Pencegahan April 2020
daerah-dagrah sebagai  strategi  daerah | Penyebaran Covid-19, - SE Bupati KSB No.
penanggulan Covid-19 di deerah masing-masing. | tanggal 8 April 2020 360/03/BPBD/IV/
2020 ttg Kewajiban
Penggunaan Masker
di KSB dim rangka
Pencegahan Covid-
19, tgl.7 April 2020
- SE Bupati Lotim No.
060/104//UM/ 2020,
tgl 6 April 2020.
56. | Surat Menpan RB Nomor Direktur ~ Utama RSUP/RS Khusus di Dinas kesehatan Prov

B/357/M.SM.01. 00/2020 Hal.:
Percepatan Pemenuhan Tenaga
Kesehatan di RSU/RSUD Badan
Layanan Umum (BLU/BLUD)
dalam rangka Menghadapi Keadaan
Darurat Pandemi Covid-19.

Tanggal 26 Maret 2020

Lingkungan KemenKes dan Direktur RSUD
Pemerintah  Provinsi/kabupaten/kota  yang
termasuk kategori BLUD dapat melakukan
percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non
ASN dengan cara melakukan percepatan
pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN.

Jumlah jenis pegawai yang akan direkrut sebagai
Tenaga Kesehatan Non ASN

dan Kabupaten/K ota
mengkaji dan
menindaklanjuti
Surat Edaran tersebut
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57. | Surat Mendagri Nomor Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Penanganan Gugus Tugas Covid-
440/2627/SJ Hal : Permintaan Covid-19 19 menindaklanjuti
Data K ebutuhan Penanganan Surat Mendagri
Covid-19 tersebut
Tanggal 30 Maret 2020

58. | Surat Dirjen Perhubungan Udara Upaya mengatasi dan mendeteksi penyebaran Dinas Perhubungan
Nomor : AU.201/6/9/ DRIJU.DKP- | Covid-19 melalui pengisan HAC oleh dan Dikes Prqyinsi
2020 Perihal Pengisian Health penumpang di rute domestik. NTB mengkaji dan
Alert Card (HAC), menindaklanj uti
Tanggal 30 Maret 2020 Surat tersebut

59. | Surat Menteri Pertanian Upaya antispatif dampak Covid-19 terhadap Perangkat daerah
No0.59/KN.100/3/2020 Hal - perekonomian nasional, antara lain refocussing terkait
Per. ho ' Akses Bai Kdl : program stabilitas daya beli dan jaminan suplai menindaklanj uti

MONONAN AKSESBagl REACAAN | ey tuhan pangan, serta menyiapkan strategi Surat Menteri
Pengiriman Logistik Bahan untuk mendorong dan memperluas program tersebut
Pangan, Sarana Produksi dan bantuan sarana produksi ke masyarakat petani,

Tenaga Kerjadi Bidang Pertanian. E?gwsderd_a: _ l§>r0_duk81 pertanian dlfwk mendorong
Tanggal 31 Maret 2020 ancaran distribusi bahen pangan pokok.

60. | Surat Kapolri Nomor Mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Gugus tugas
B/2251/IV/K EP/2020/Pusdokkes Isolas Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke menyusun rencana
Perihal : Protokol Isolasi Mandiri seluruh masyarakat Polri. tindaklanjut Surat

i Kapoalri tersebut
Tanggal 1 April 2020

61. | Surat Menteri Perindustrian RI | 1. Membantu dan mendukung pelaksanaan Dinas Perindustrian
Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/ | kegiatan '”dUStg Jang berada di Vé"ayah Provins NTB
2020 Perihd : Pelaksanaan | MeSng-masing dalam masa tanggap darurat Mengkaji dan

) ) pandemic Covid-19; . _—
Kegiatan Industri Dalam Masa _ . menindaklanjuti
Tanggap Darurat Pandemi Virus 2. Tidak melakukan pembatasan aktivitas Surgt . M enteri
Corona (Covid-19) industri termasuk pada pembatasan gerak Perindustrian

' karyawan atau jalur distribusi sebelum tersebut
; adanya penetapan status pembatasan gerak '
Tanggal 2 April 2020 karyawan aial jalur distribusi  sebelum
adanya penetapan status Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) vyang setelah
disetujui oleh Kementerian Kesehatan.
62. | Surat Sekjen Kementerian - Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di | - Surat Edaran Nomor Dikes, BKD dan Biro

Kesehatan Nomor PK.
02.01/B.V1/839/2020 tentang
Himbauan tentang Upaya
Pencegahan Penularan Covid-19 di
Tempat Kerja

tempat kerja.
- Memasang pesan-pesan kesehatan tempat
strategis.

180/114/Kum Tahun
2020 tentang upaya
Pencegahan Penularan
Covid-19 di tempat
kerja, tanggal 19
Maret 2020

Organisasi memantau

pel aksanaan SE
Gubernur

dilaksanakan dengan
maksimal dan

diteruskan ke jajaran
masing-masing.
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- Surat Edaran Nomor
180/137/Kum/2020 ttg
Upaya Penoegahan
Penularan Covid-19 di
tempat kerja, tanggd 27
Maret 2020
63. | Surat Kementerian Koordinator 1. Pemerintah Resmi membuka Pendaftaran Dinas Nakertrans
Bidang Perekonomian Republik Program Kartu Prakerja melalui situs www. Provins NTB
Indonesia Siaran Pers No. Prakerja.go.id. mengkaji dan
Hm.4.6/45/ 2. Program bantuan biaya pelatihan insentif bagi menindaklanjuti
Set.M.Ekon.2.3/04/2020 para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha Surat tersebut.
Pemerintah Resmi Buka mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan
Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap dan/atau mengalami penurunan daya beli
Pertama. akibat pandemi Covid-19
Tanggal 11 April 2020
64 | Surat Kementerian Koordinator Permohonan data dan informas terkait Gugus Tugas Covid-
Bid. Pembangunan Manusia dan percepatan penanganan Covid-19 di daerah 19 mengkaji dan
Kebudayaan RI Nomor sebagai bahan masukan dan evaluasi Menteri menindaklanjuti
B.457/DEP-1/K SB.00.00/04/2020 Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Surat tersebut.
Perihal Permohonan datainformasi | Kebudayaan.
tindak lanjut Percepatan
Penanganan Covid 19 Daerah,
Tanggal 21 April 2020
65. | Pergub Nomor 17 Tahun 2020 Memberikan keringanan kepada wajib pajak Bappenda Bappenda mengawal
tentang Pembebasan Sanksi berupa pembebasan sanksi administrasi PKB pelaksanaan  Pergub
Administrasi Pajak Kendaraan dan Pembebasan pokok PKB diatas lima tahun dan menyesuaikan
Bermotor dan Pembebasan Pokok untuk mengurangi beban masyarakat yang target PAD.
Pajak Kendaraan Bermotor Di terdampak Covid-19.
Atas LimaTahun
Tanggal 30 Maret 2020
66. | Pergub Nomor 22 Tahun 2020 | 1. Antisipasi perkembangan ekskalasi Assisten |l Setda Seluruh OPD
tentang Pedoman Umum penyebaran Covid-19; Provins NTB mengawal
Penanganan Covid-19 Pemerintah | 2. Memperkuat upaya penanganan kesehatan pelaksanaan Pergub
Provinss NTB akibat Covid-19;
3. Menangani dampak sosiad dan ekonomi
akibat penyebaran covid-19.
67. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Pembentukan Pos Komando Waspada Virus BPBD Provins NTB

258 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Pos Komando Waspada Virus Coronadi
Proving NTB Tahun Anggaran 2020.
Tanggal 13 Maret 2020

Coronadi Provinss NTB

mengawal
pelaksanaan
keputusan tersebut
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68. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan BPBD Provins NTB
282 Tahun 2020 tentang Gugus Penanganan Corona Virus Disease 2019 mengawal
Tugas Percepatan Penanganan (Covid-19) Provinsi NTB pel aksanaan
Covid-19 Proving NTB Tahun keputusan tersebut
Anggaran 2020.

Tanggal 17 Maret 2020

69. | Keputusan Gubernur Nomor 360- | Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non BPBD Provins NTB
298 Tahun 2020 tentang Status | Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di mengawal
Siaga Darurat Bencana Non Alam | Provinsi NTB. pelaksanaan
Covid-19 di Provinsi NTB. keputusan tersebut
Tanggal 23 Maret 2020

70. | Instruksi Gubernur Nomor Mengefektifkan Pelaksanaan Karantina Mandiri | SE ~ Gubernur  NTB Bupati/Walikota
180/147/Kum Tahun 2020 tentang | di seluruh Wilayah NTB dengan Membentuk | No.440/157/ TAHUN mel aksanakan
Peningkatan Kewaspadaan terhadap | Gugus Tugas Covid-19, koordinasi, Pendataan, | 2020 perihal Protokol Instruksi Gubernur
Corona Virus Disease 2019 jumlah pendatang ke NTB, dan Sosidisas | Pengurusan Jenazah dan SE tersebut.
(Covid-19) kepada Masyarakat Covid-19,

Tanggal 6 April 2020 Tanggal 20 April 2020

71. | Instruksi Gubernur Nomor - Mengingatkan masyarakat secara terus Bupati/Walikota
180/181/Kum Tahun 2020 tentang menerus yang  beraktifitas di  luar melaksanakan
Penggunaan Masker untuk Mencegah rumah/gedung untuk dapat menggunakan Instruksi Gubernur
Penularan Corona Virus Disease masker tanpa terkecuali. dan SE tersebut.

2019 (Covid-19) - Pengelola fasilitas umum, pedagang atau
. pramuniaga agar tidak melayani yang tidak
Tanggal 8 Mei 2020 memakai masker.

72. | Surat Edaran Gubernur Nomor : | Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Biro Organisas,
180/114/Kum Tahun 2020 Tentang | tempat kerja melalui Menjaga Area Kerja Tetap Dinas Pariwisata,
Upaya Pencegahan Penularan | Berssh Dan Higenis, pembatasan perjalanan dinas perhubungan
Covid-19 di tempat kerja dinas, rapat/pertemuan serta  penutupan dan gugus tugas

sementara akses lalulintas ketempat wisata dan mengawal
Tanggal 19 Maret 2020 pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tindaklanjut SE
tertentu tersebut

73. | Surat Edaran Gubernur Nomor Dalam rangka penanganan secara baik cepat dan Bakeshangpoldagri,
180/128/Kum Tahun 2020 tentang | tepat  pencegahan  penyebaran  Covid-19 Biro Kesra dan gugus
Pelaksanaan K egiatan yang dilakukan  pembatasan/peniadaan  kegiatan tugas mengawal
Melibatkan Pengumpulan Massa | parade/pawai/arak-arakan ogoh-ogoh, resepsi/ tindaklanjut SE
Di TengehWebeh VirusCorona nyongkolan/tabligh akbar/pengumpulan massa tersebut

Tanggal 23 Maret 2020

pendukung pilkada, dan kegiatan lainnya
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74 | Surat Edaran Gubernur Nomor : Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Biro Organisasi,
180/137/Kum Tahun 2020 tentang | tempat kerja melalui menjaga area kerja tetap Dinas Pariwisata,
Tentang Upaya Pencegahan bersih dan higenis, pembatasan perjalanan dinas, dinas  perhubungan
Penularan Covid-19 di tempat rapat/pertemuan  serta  penutupan sementara dan gugus tugas
kerja akses laulintas ke tempat wisata dan mengawal
Tanggal 27 Maret 2020 pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tindaklanjut SE

tertentu. tersebut

75. | Sura Edaran Gubernur Nomor Kepala Perangkat daerah dan unit kerja BKD dan  Biro
060/113/0ORG tentang Perubahan Atas melakukan  pemantauan dan  pencegahan Organisasi mengawal
Srat EdaranGubernurNo. penularan Covid-19 bagi ASN di lingkungan tindaklanjut SE
060/125/0RG tentang PeryesLaian kerja masing-masing. tersebut
SdimKejaASN ddamUpaya
Penoegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Pemprop NTB.

Tanggd 30 Maret 2020

76. | Surat Edaran Gubernur Nomor 1 Mawoageh, maminimelisr payebaran sata. megurag BKD dan Biro
060/154/0RG tentang Perrbetesen resko Covid-19 yang disshabkan oleh mobilitas Organisasi mengawal
Kegiatan BepergianKe L uar Deersh penduduk dari satuwilayah kewilayahlannya tindaklanjut SE
g?’:% gaamM‘ﬂkBag AN |5 Ddam keadomn tepeksa  mdekukan  kegidan tersebut
PeryebamO(MI ad_lcegdlg. BN Pencegehen bepargian ke luar dagreh davatau mudik, yang

Tanggd 15 April 2020

bersangkutan harus mendgpatkan ijin dari aasan
langsung seteah dinyatakn bersh dari Covid-19 dleh
Dikesdi wilayah mesng-masing,
3. ASN agar menggiak masyaraka di lingkungan tempat
tinggdnyamendorong partisipes mesyarakat sehegal barkut :
a Sddu menggunakan Masker;
b. Tidek bepergian ke luar daereh dan mudik Hari
Rayaldul Fitri 1441 H;
¢. Menjagajarak aman (sodd/physicd digandng);
d. Menyampaikan informas yang podtif dan benar
(bukan hoax);
e Bergotong royong dan menergpkan perilaku bergh
dan shat.
4.Bagi ASN yang mdanggar kegiatan bepergian ke luar
degreh danvdau kegigdan mudik, meka yang
bersangkutan diberiken sanks displin ( PP No. 53 Th
20101ttg Digpilin PNS, PP No. 30th 2019 ttg Penildian
Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Mangemen
Pegawa Pemerintah dengan Parjanjian Keja).
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77. | Sura Edaran Gubernur Nomor 1 Mawggh, mamnimdisr payebaan sta manguayg BKD dan Biro
060/188/0ORG tertang Pambatasan resko Covid19 yang dissbebken oleh mohilitas Organisasi mengawal
Kegiatan Bepargan KeLuar Dagreh penduduk dari satuwilayah kewilayah lainnya tindaklanjut SE
davaauKegaanMudkdavaauCuti |2 Ddam  kesdeen tapeksa mdakuken  kegidan tersebut
Bag ASN Ddam UpayaPencegehan bepargian ke luar dagreh daatau mudik, yang
Penyeberan Covid-19. bersangkutan harus mendgpatkan ijin dari dasan

. langsung satdah dinyatakn bersh dari Covid-19 deh
Tenggel 13 Mel 2020 Dikesd wilayah mesing-mesing,
3. ASN agar menggak masyarakat di lingkungan tempat
tinggdnyamendorong partisipes mesyarakat sehegal barkut :
a Sddu menggunakan Masker;
b. Tidek bepergian ke luar dagrah dan mudik Hari
Rayaldul Fitri 1441 H;
¢. Menjagajarak aman (sodd/physicd digandng);
d. Menyampaiken informas yang postif dan benar
(bukan hoax);
e Bergotong royong dan menergpkan perilaku bergh
dansahat.
4. Cuti karena dasan penting hanya diberikan terbatas
karenaadakd uargayang sakit kerasatau meninggd.
Bag ASN yang mdangger kegiatan bepergian ke luar
daerah darvatau kegiatan mudik dan/atau cuti, maka yang
bersangkutan diberikan sankd displin ( PP No. 53 Th
2010 ttg Digpilin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian
Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Mangemen
Pegawa Pemerinteh dengan ParjanjianKeja).

78. | Maklumat Gubernur NTB  Nomor | Mewajibkan setiap masyarakat yang datang dari BPBD dan Gugus
360/178/BPBD/I11/2020 tentang | daerah pandemi dan luar negeri melaporkan diri Tugas mengawal
Kewgiban Isolas  Diri Bagi | dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari pel aksanaan
Masyaraket yang Datang dari Daerah Maklumat Gubernur
Tanggal 28 Maret 2020

79. | Surat KepalaDinas Dikbud Prov. | - Bentuk fasilitas Belgar Mandiri di Rumah; K enala Cabang Dinas
NTB No. 005/1860/Dikbud Perihal | - Siswali yang tdlah mengikuti program belgjar (KegD) Kb /Kgota
Belajar Mandiri melalui "Belajar bersama RRI untuk membuat resume/ dan K aIa.
Bersama RRI di Pro 1 dan Pro 2 rangkuman materi, sample video diri hasilnya by

» : : : o SMK/SMAN/ Swasta
RRI Mataram dilaporkan ke Dinas Dikbud Provins NTB.
Tanggal 8 April 2020 e NTB, mengawal
Surat tersebut

80. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. Layanan kegiatan belgjar mandiri di rumah Dinas Dikbud
NTB No. 420/2120.UM/Dikbud diperpanjang kembali sd tanggal 11 Me 2020. mengawal Surat
Perihal Perpanjangan masa tersebut

pendampingan dan Pengawasan
siswalsiswi belgiar mandiri di rumah,
tanggal 27 April 2020
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81. | Surat Sekretaris Daerah Provinsi | Perangkat daerah diminta untuk menghentikan TAPD
NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 | sementara pelaksanaan Program dan Kegiatan menindaklanjuti
Hd : Penghentian Program denKegiaan, | sampai dengan TAPD Proving selesai melakukan Surat tersebut.
tanggal 27 April 2020 Pergeseran anggaran.

82. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. | Layanan kegiatan belgjar dari rumah diperpanjang Kepala Cabang Dinas
NTB No. 420/2120.UM/Dikbud | kembali sd 1 Juni 2020 serta Kepda sekolah (KCD) Kab./Kota
Perihal Perpanjangan Masa Bdgar | mengaktifkan kunjungan rumah (Home Visit) dan Kepala SMK/
Dari Rumah (BDR) Sampai dengan | untuk memberikan layanan belgar secara SMAN/SLB/ Swasta
1 Juni 2020, tanggal 11 Mei 2020 konvensiona di rumah bagi siswa yang tidak bias se NTB, mengawal

belgjar daring (on line). Surat tersebut

83. | Laporan Pelaksanaan Penanggulangan | Laporan kegiatan Satuan Korem 162/Wira Bhakti

Covid-19 di Wilayah Korem
162/Wira Bhakti

Tanggal 03 Mel 2020

terkait Data Perkembangan Penyebaran Covid-19
pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 17.00 sd 3 Mei
2020 pukul 05.00.

Jumlah total pasien terindikas terpapar Covid-19
di NTB kesdluruhan 61.547 orang.
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Koordinator Sub Bidang Administras

KepalaBiro Hukum Setda Provinsi NTB,

H. RUSLAN ABDULGANI, SH.,MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199303 1 135




